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PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte

S\t %X, z
P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 03 Januari 1982, umur 37 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate

Utara, Kota Ternate sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 19 November 1981, umur 38 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 21 Oktober
2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor
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xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan
seorang laki-laki yang bernama Tergugat pada tanggal 25 September
2003 di hadapan Petugas Syara Kecamatan Ternate Selatan;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan Wali Nasab
(Bapak Kandung) bernama Hanafi Siradjuddin dan disaksikan oleh saksi
- saksi yaitu Bapak Muhajir Albaar, Bapak Kadir Kama dan Bapak Man
Tomagola (almarhum). Ada ijab gobul antara mempelai laki a€" laki
dengan wali, serta mas kawin (mahar) berupa cincin emas 2 gram.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum
yang melarang melangsungkan pernikahan;
4, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah
mendapatkan Buku Nikah, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

5.1. Erza Kadaria, anak perempuan, umur 15 tahun.
5.2. Kheiza, anak perempuan, umur 11 tahun.
5.3. Khanza Ramadista, anak perempuan, umur 10 tahun.

Ketiga - tiganya kini dalam asuhan Tergugat.

6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi
perceraian;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak ada, maka mohon

pernikahan ini di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Ternate;

8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Penggugat mohonkan untuk
keperluan perceraian;

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
aman dan damai, namun memasuki tahun ketiga dari perkawinan
keadaan kedamaian mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran bahkan perkelahian;
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10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan

oleh tabiat dan perlakuan Tergugat berubah secara drastis, seperti

10.1. Tergugat sering minum minuman keras (miras) dan selalu
mabuk;
10.2. Tergugat kalau sudah mabuk, tidak segan - segan
menyiksan Penggugat;
10.3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 25
November 2016,, Tergugat mengusir dan membuang pakaian Penggugat
keluar rumah. Dan mulai saat itu Penggugat berpisah, kembali ke rumah
orang tua Penggugat di Kelurahan Soasio. Tergugat tetap di rumah
kediaman di Bastiong bersama dengan anak - anak.;
12. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat
merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi. Maka Penggugat bertekad untuk mengajukan
gugatan cerai melalui Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:
PRIMER
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Penggugat ( Hijriyah H.

Siradjuddin Binti Hanafi Siradjuddin ) dengan Tergugat ( Tergugat )
yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2003;

3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shugrah dari Tergugat (
Tergugat ) terhadap Penggugat ( Hijriyah H. Siradjuddin Binti Hanafi
Siradjuddin);

4, Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.
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SUBSIDER

Dan atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang sedail - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.
Bukti Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/226/2019
tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Soasio,

Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bubuhi tanggal dan paraf serta diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor:
511/KUA.27.03.2/BA.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Ternate,
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Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bubuhi
tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
B.
Bukti Saksi:
1. Saksi 1

Santi binti Muhammad Kurung umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Soa Sio
RT.001/RW.001 Kecamatan Kota Ternate Utara,Kota Tenate di

e Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

e Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat,
namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat dalah suami istri;

« Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan
Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal
25 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate
Utara, Kota Ternate;

e Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Muhajir Albar dan
bapak Kadir Kama dan menjadi wali nikah bapak kandung Penggugat
yang bernama Hanafi Sirajudin;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
perempuan;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
Harmonis namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa saksi tau penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan
dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

e Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering memukul Penggugat;
e Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 1 tahun;
¢ Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat;
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e Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat namun
Penggugat berketetapan hati untuk bercerai;
2. Saksi 2
Musrifah Evany bintii Hanafie Siradjuddin umur 29 tahun, agama

Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Keurahan
Soasio RT.001/RW.001,Kecamatan Kota Ternate Utara,Kota
Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

e Bahwa kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak

kandung Penggugat;

e Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat,

namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat dalah suami istri;

e Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25

September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate

Utara, Kota Ternate;

e Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Muhajir Albar dan

bapak Kadir Kama dan menjadi wali nikah bapak kandung Penggugat

yang bernama Hanafi Sirajudin;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak

perempuan yang masi dalam asuhan Penggugat;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Harmonis namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa saksi tau penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan

kekerasan fisik kepada Penggugat;

e Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering memukul Penggugat;

e Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu)

tahun;
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e Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat;
e Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat namun
Penggugat berketetapan hati untuk bercerai;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa
Penggugat beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat
nikah dan cerai yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam,
permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan

dengan:

. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
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. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974;
J Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam
rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
huruf (@) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan
Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam
namun tidak tercatat di KUA. Penggugat mau bercerai karena Tergugat sering
melakukan kekerasan fisik, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1
(satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
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sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, alat bukti tersebut menerangkan bahwa
Penggugat sementara berdomisili di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate
Selatan, Kota Ternate yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Ternate,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat
Keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 25 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 25 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Santi binti Muhammad Kurung dan Musrifah Evany bintii Hanafie
Siradjuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai

3 (tiga) orang anak;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam yaitu ada
wali nikah, ada mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah, namun pernikahan
Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan

tidak memiliki buku nikah;

. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi

harmonis karena sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah lahir batin seperti layaknya suami istri kepada

Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan
perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,
adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan
sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka
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yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan

pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan
adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam.
Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi
sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada
larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana
perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum
Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi
Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan
Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat
tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat
Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Figih, halaman 93, yang
berbunyi:

Loles] Mo Jub> o) s o ool iz 3l 2 06 sz W8 95 0

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya
hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya

perkawinan”;
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dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254:

Joxs paaling g 93 o abog pivg aizo 4S5 8l el Lle 28k secll (g
Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang
wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi

yang adil”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah terbukti maka menurut majelis hakim, permohonan Penggugat untuk
pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan
menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 25 September 2003,

sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
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atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup
alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Ternate adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILL

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
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3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat
yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2003 diwilayah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara,Kota Ternate;

4, Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap

Penggugat ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. HASBI,
M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM
ABD. KADIR, S.HIl, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu
oleh KARTINI PANDJAB, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. MURSALIN TOBUKU Drs. HASBI, M.H
Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H
Panitera Pengganti,

KARTINI PANDJAB, SH
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00

- Panggilan ‘Rp  245.000,00

Redaksi 'Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000.00

Jumlah :Rp  341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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